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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur negara memiliki peran yang 

sangat penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu 

fungsi aparatur yang krusial adalah sebagai pelayan publik, sehingga organisasi 

pusat maupun daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang berkualitas 

(Outang, 2022). Untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, 

diperlukan suatu mekanisme untuk mengukur kinerja setiap individu maupun unit 

kerja. Salah satu cara untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik 

adalah dengan melakukan penilaian kinerja terhadap setiap individu maupun unit 

kerja. Melalui penilaian kinerja, kita dapat mengetahui sejauh mana seorang 

pegawai atau suatu unit kerja telah mencapai target yang ditetapkan dan 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.  

Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kegiatan 

pegawai yang bersangkutan, karena berperan sebagai alat evaluasi untuk 

menentukan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian 

kinerja (Performance Appraisal) adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

mengukur sejauh mana seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara 

keseluruhan berdasarkan standar atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Sinollah dan Hermawanto, 2020). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk 

mengevaluasi kinerja pegawai, tetapi juga memberikan umpan balik yang 

konstruktif guna memperbaiki tampilan kerja, meningkatkan produktivitas, dan 
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mendukung pengembangan potensi pegawai secara berkelanjutan. Selain itu, hasil 

penilaian ini juga menjadi dasar penting dalam pengambilan berbagai kebijakan 

terkait, seperti promosi, pelatihan, hingga pemberian penghargaan, sehingga dapat 

memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan berdasarkan data yang 

objektif.  

Secara etimologis, kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata 

performance yang berasal dari bahasa Inggris. Performance atau kinerja pada 

umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap PNS harus memiliki 

kinerja yang baik, karena laporan kinerja yang disusun dengan baik akan 

menghasilkan penilaian yang lebih akurat, baik yang melampaui harapan ataupun 

sesuai dengan ekspektasi. Kinerja PNS mencakup hasil kerja yang dicapai oleh 

setiap pegawai negeri sipil di organisasi atau unit kerja masing-masing, yang 

mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Itulah yang nanti akan dijadikan acuan sebagai 

penilaian kinerja pegawai itu sendiri. 

Sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia telah diatur 

di (Peraturan Pemerintah Nomor 30, 2019) Tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil: “Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 

rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai 

setiap tahun.”. Salah satu metode yang digunakan adalah Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP), yang menetapkan target serta tujuan kinerja pegawai yang jelas, sehingga 

bisa diukur dan dievaluasi secara objektif. Dengan penerapan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), kinerja PNS dapat dievaluasi secara objektif, yang pada akhirnya 
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berpengaruh pada kebijakan terkait promosi, pelatihan, dan pemberian 

penghargaan. Namun, dalam praktiknya, sistem penilaian kinerja ini sering kali 

mengalami kendala yang menghambat efektivitasnya. Terutama sebelum 

diterapkannya E-Kinerja, salah satu kendala yang sering sebelumnya dihadapi 

dalam penilaian kinerja adalah proses pelaporan yang masih dilakukan secara 

manual, yang memerlukan banyak tahapan administratif dan rentan terhadap 

kesalahan input data. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan sistem 

penilaian kinerja berbasis elektronik, yaitu E-Kinerja itu sendiri, yang kemudian 

dirancang untuk mempermudah pengisian laporan kinerja secara real-time dan 

transparan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan 

transparansi dalam pengukuran kinerja PNS, serta memberikan kemudahan bagi 

pegawai dalam melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.  

Di BKD Provinsi Sumatera Selatan, sistem E-Kinerja diterapkan dengan 

mengintegrasikan pelaporan harian pegawai ke dalam kerangka Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP). Setiap pegawai wajib mencatat aktivitas hariannya dalam sistem 

E-Kinerja sebagai bentuk realisasi dari Rencana Hasil Kerja (RHK), yang disusun 

berdasarkan SKP tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. E-Kinerja 

mengharuskan pegawai untuk mengisi laporan kegiatan setiap harinya untuk 

mencapai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan maupun tahunan agar 

meningkatkan kinerja pegawai (Muflihun Waliulu et al., 2021). SKP memuat 

target kinerja utama yang harus dicapai pegawai selama satu tahun, sedangkan 

RHK merupakan rincian kegiatan harian yang menjadi dasar penilaian terhadap 

pencapaian target tersebut. Dengan model ini, E-Kinerja tidak hanya menjadi alat 

pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengukuran kinerja yang sistematis dan 
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akuntabel. Data yang masuk ke dalam sistem memberikan gambaran langsung 

mengenai produktivitas dan kontribusi masing-masing pegawai terhadap tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, penerapan E-Kinerja menjadi salah satu langkah 

penting dalam mendukung modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. 

Berikut ini, gambaran aplikasi atau website Elektronik Kinerja (E-Kinerja) 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan : 

Gambar 1 : Layar Login Aplikasi atau website Elektronik Kinerja (E-

Kinerja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan, penerapan 

sistem E-Kinerja dilaksanakan guna meningkatkan kualitas penilaian kinerja PNS. 

Sistem ini mengharuskan pegawai untuk mengisi laporan kinerja secara harian, 

yang kemudian akan digunakan untuk mengukur pencapaian SKP tahunan. 

Meskipun E‑Kinerja telah diimplementasikan di lingkungan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya nasional untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi, berbagai kendala masih 
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muncul pada level individual maupun sistemik. Secara individu, masih terdapat 

pegawai yang mengisi laporan kinerja tanpa memahami ketentuan penyusunan 

Rencana Hasil Kerja (RHK) sebagaimana diatur dalam Permenpan RB No 6/2022 

tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN (Pasal 5 ayat 2) . Di tingkat sistem, 

e‑Kinerja dikelola terpusat oleh BKN dan diakses oleh lebih dari 4,2 juta ASN per 

akhir 2023, sehingga pada puncak periode pelaporan sering terjadi lagging atau 

crash akibat beban server berlebih . Hal ini dapat mempengaruhi akurasi dalam 

penilaian kinerja pegawai, yang berkaitan dengan penentuan Tunjangan Kinerja 

juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ketepatan pelaporan yang sesuai 

dengan waktu dan standar sangat penting untuk memastikan penghargaan yang 

adil dan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pegawai. Berikut tabel pengaruh 

pengisian RHK terhadap Tukin dan TPP di BKD Provinsi Sumatera Selatan. 

Tabel 1. Pengaruh Rencana Hasil Kerja (RHK) Pegawai Terhadap 

Penghasilan Bulanan yang Diperoleh dari Capaian Laporan Kinerja. 

Jenis Regulasi dan Pasal RHK Baik RHK Buruk 

Tunjangan 

Kinerja (Tukin) 

Peraturan BKN Nomor 10 

Tahun 2022 Pasal 11 

Diterima penuh 

(100% kelas 

jabatan 5) 

61–75 → potong 10% 

51–60 → potong 15% 

 0–50 → potong 20% 

TPP (Tambahan 

Penghasilan 

Pegawai) 

PP No 12 Th. 2019 Pasal 58; 

Pergub Sumsel No 5 Th. 

2022 Pasal 4; Keputusan 

Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 215/KPTS/VII/2024 

60% 

berdasarkan 

produktivitas 

kerja dan 40% 

berdasarkan 

disiplin 

dipotong secara 

proporsional 

Sumber: Tertera diatas berdasar beberapa peraturan yang diolah penulis.  

Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara adalah peraturan yang mengatur tunjangan kinerja pegawai. Peraturan ini 
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berlaku sebagai dampak yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil. Apabila 

pegawai mengerjakan RHK dengan capaian nilai seperti yang tertera di tabel 1 

bagian RHK buruk, maka pemotongan juga akan sesuai dengan capaian 

kinerjanya. Capaian ini juga secara garis besar diukur lewat perilaku dan hasil 

kerja, seperti absensi kehadiran dan realisasi tugas serta tanggung jawabnya. 

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2022 

Pasal 11 tertulis di bagan RHK buruk pada tabel 1. Aturan ini menuliskan 

pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai. Pegawai juga 

akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja bila tidak mengerjakan 

laporan penilaian kinerja, 35% pada bulan pertama dan akan naik menjadi 705 

pemotongan di bulan berikutnya. Pergub Sumsel No 5 Tahun 2022 yang di 

Pasal 4: "TPP paling tinggi 45% dari gaji pokok" mengatur bahwa nilai dari TPP 

sendiri adalah 45% dari gaji pokok. Kemudian diatur pula terkait pemotongan 

apabila melakukan pelanggaran dari disiplin maupun produktivitas kerja yang 

kurang baik, akan memperoleh potongan secara proporsional. Peraturan dan 

penjelasan yang penulis jabarkan ditabel ini bertujuan untuk menunjukkan sisi 

sanksi yang diperoleh apabila menyangkut dengan Seperti tabel yang sudah 

dijabarkan, sanksi yang diberikan terkait pengisian laporan kinerja bulanan RHK 

yang kemudian diakses melalui E-Kinerja ini sepertinya juga masih belum 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Diatur dalam beberapa 

peraturan yang dimana tetap saja tidak mengurangi masalah seperti belum 

sepenuhnya paham alur pengisian, bahkan didapati tidak mengisi saat sudah 

mendekati pensiun (pegawai diluar BKD Prov. Sumsel), ditambah lagi masalah 

website yang belum sepenuhnya mumpuni membuat proses penilaian yang melalui 
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penerapan E-Kinerja ini menjadi terganggu sehingga akurasi dalam penilaian, 

proses umpan balik, dan tidak maksimalnya pelayanan publik akibat proses 

penilaian yang tidak optimal. 

Di era globalisasi saat ini, sebagian besar instansi pemerintah yang sebelumnya 

menjalankan proses kerja manual menjadi berbasis secara online atau digitalisasi. 

Munculnya aplikasi yang dapat dijangkau dengan gampang oleh seluruh 

masyarakat membuat pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat (Latifah et al., 

2023). Perkembangan zaman menuntut pemerintah untuk bertransformasi menuju 

sistem yang lebih baik. Hal ini penting agar pemerintah semakin mampu 

memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi. Karena 

dengan kemampuan dari Pegawai Negeri Sipil yang mumpuni, akan mengurangi 

konsekuensi yang akan dihadapi, baik dari pihak pegawai maupun masyarakat 

yang dilayani. Mengingat pentingnya E-Kinerja dalam meningkatkan kualitas 

penilaian kinerja, serta potensi dampak dari kendala-kendala yang ada, 

berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian dengan judul 

“Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan E-Kinerja Pada Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan” ini bertujuan untuk melihat 

penerapan E-Kinerja dalam penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk kendala yang muncul 

dan kontribusinya dalam mendukung penilaian yang lebih objektif dan tepat 

waktu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

difokuskan kepada:  



 

8 
 

1. Bagaimana penerapan E-Kinerja dalam proses penilaian kinerja pegawai di 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan E-Kinerja 

dalam penilaian kinerja pegawai?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeproposalkan 

dan menganalisa mengenai: 

1. Melihat bagaimana penerapan E-Kinerja digunakan dalam penilaian 

kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan E-

Kinerja dalam proses penilaian kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Sumatera Selatan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur 

tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya melalui 

penerapan teknologi berbasis E-Kinerja. Hasil penelitian dapat mendukung 

atau memberikan perspektif baru terhadap teori terkait evaluasi kinerja, 

teknologi informasi dalam administrasi publik, juga dapat memberikan 

kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi serta dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

yang relevan untuk mengevaluasi penerapan sistem E-Kinerja di Badan 

Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan. Penelitian ini juga dapat diharapkan 

dapat membantu untuk pengembangan pemahaman terhadap sistem E-Kinerja, 

terutama mengenai sistem penilaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) dalam E-Kinerja. 
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